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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  26  TAHUN  2006 

 
TENTANG 

 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu sumber 
penerimaan Pajak Daerah yang potensial untuk dikembangkan dan 
dipungut penerimaannya dari masyarakat guna mendukung 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)                 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu, membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pajak Penerangan Jalan; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048); 

 
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686);  
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94); 
 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom               
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah          

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI  BANGKA TENGAH 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, 
dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia 
penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
pungutan pajak atas tenaga listrik. 

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.  

9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau 
ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah yang masih harus dibayar.  

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang. 

 



 4 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak. 

15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat Keputusan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang malakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun : Firma, Kongsi, Koperasi, Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi 
Sosial Politik atau Orang yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk usaha lainnya.  

17. PLN adalah PT. PLN (Persero). 
18. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari     

PLN dan bukan PLN. 
 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 
 

Pasal 2 
 

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut pajak atas 
Penerangan Jalan. 

 
(2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik arus bolak balik yang 

berasal dari PLN dan bukan PLN diatas 200 KPA. 
 
(3) Subjek adalah orang pribadi atau badan. 
 
(4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi 

pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. 
 

 
Pasal 3 

 Dikecualikan dari objek pajak adalah : 
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah: 
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsultan, perwakilan asing, lembaga-lembaga, lembaga 
internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk 
perwakilan asing; 

c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, dengan 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis 
terkait; 

d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat 
ibadah. 
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BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 
Pasal 4 

 
Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual Tenaga Listrik yang terpakai, 
dengan ketentuan : 
a.  dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN  dan bukan PLN dengan 

dipungut pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah biaya pemakaian 
Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik; 

b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN diatas 200 KPA 
dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung 
berdasarkan kapasitas tersedia dan/atau taksiran pemakaian listrik 
dikalikan dengan harga satuan listrik; 

c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan   
oleh Bupati 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai jual 
listrik. 

 
(2) Besarnya tarif pajak untuk Industri yang menggunakan tenaga listrik 

Non PLN (menggunakan sendiri) sebesar 30% dikalikan tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN  

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
 

Pasal 6 
 

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Penerangan Jalan 
Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. 

 
(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

 
(3) Dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh PLN maka pemungutan 

Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. 
 

(4) Dalam hal tenaga listrik yang disediakan bukan oleh PLN maka 
pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Pejabat yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

 

BAB V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

 
Pasal 7 

 
Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan 
takwim. 

 


